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ABSTRAK. Masyarakat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah salah satu pilar pelaku pelayanan publik yang
diawasi oleh lembaga pengawas pelayanan publik, dimana salah satunya adalah Ombudsman Republik Indonesia.
Ombudsman sebagai lembaga yang dibentuk negara untuk mengawasi pelayanan publik pada praktiknya dinilai
memiliki tingkat pengenalan kurang optimal. Masyarakat dan ASN sebagai obyek yang seharusnya didampingi
oleh Ombudsman terkait pelayanan publik belum mendapatkan informasi lebih terkait penyebab permasalahan
belum dikenalnya lembaga ini secara umum, permasalahan pelaksanaan tugasnya dilapangan maupun potensi
adanya pengembangannya di masa depan. Perencanaan pembangunan pelayanan publik harus memperhatikan
kondisi kelembagaan Ombusman, permasalahan serta tingkat popularitasnya didaerah Melalui analisis big data di
era modern saat ini, hal tersebut dapat dipotret termasuk juga permasalahan pengawasan pelayanan publik di
daerah. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) menguji tingkat pengenalan Ombudsman di daerah; 2) memotret
permasalahan pelayanan publik dari sisi media di Indonesia; 3) melakukan analisis kinerja dan permasalahan
pengawasan pelayanan publik yang dilakukan Ombudsman di lapangan. Berbasis 3 tujuan ini dapat diberikan
rekomendasi terkait perbaikan pelayanan publik dari sisi penguatan kelembagaan serta penguatan aspek teknis
pengawasan sebagai rekomendasi kebijakan perencanaan pembangunan di masa depan. Penelitian ini
menggunakan pendekatan kualitatif yang dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD), literature review, dan
bantuan tools Intelligence Media Analytics (IMA). Hasil analisis menunjukkan bahwa secara umum tingkat
pengenalan Ombudsman masih rendah namun pada beberapa daerah Ombudsman sudah melaksanakan perannya
dalam pendampingan meskipun belum merata. Permasalahan dilapangan pada umumnya disebabkan faktor
anggaran, lemahnya regulasi, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang belum memadai. Oleh karena
itu, kedepan diperlukan optimalisasi sosialisasi dan penguatan kelembagaan melalui serangkaian upaya kreatif
dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang berdampak sistemik dan berskala luas.
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PUBLIC SERVICES PROBLEMS AND ROLE OF THE OMBUDSMAN
REPRESENTATIVE OFFICE IN ASSISTING THE STATE CIVIL APPARATUS

ABSTRACT. The public and State Civil Servants (ASN) are one of the pillars that serve the public and are
supervised by the Public Service Supervisory Institution, where one of them is the Republic of Indonesia’s
Ombudsman. The Ombudsman, as an institution made by the government to supervise public service by practice,
is considered to have a less-than-optimal level of recognition by the public. The public and the ASN as an object
that are supposed to be accompanied by the Ombudsman regarding public service have not received further notice
on why there has been little to no recognition by the people, the problem of carrying out its duties on the field, or
the potential for further development in the future. The planning regarding the development of the public service
cannot overlook the condition of the institution of the Ombudsman, the problem, and the popularity of the lesser-
known region. Using the analysis of big data in the modern era, many could be seen as a problem of surveillance
by the public service in a lesser-known region. The research is aimed at: 1) testing the level of recognition of the
Ombudsman in the lesser-known regions; 2) capturing the problem of public service from a media standpoint in
Indonesia; and 3) making an analysis of the performance and the problem of public service surveillance that are
carried out by the Ombudsman on the field. Based on the two objectives listed, there could be recommendations
on how to strengthen the institution and the technical aspect of surveillance as considerations for future
development. This research is done using a qualitative approach, which is done through focus group discussions
(FGD), literature reviews, and intelligence media analytics (IMA). The analysis shows that the general knowledge
of the Ombudsman is relatively low in a few places, even though there are others that are unevenly distributed and
are already accompanied by the Ombudsman. The general problems that happen in the field are affected by budget,
weak regulation, inadequate facilities, and human resources. Hence, in the future, there needs to be optimization,
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socialization, and strengthening of the institution through creative ways in activities that have a systemic and

widescale impact.

Keywords: Ombudsman, Big Data, Assistance, State Civil Apparatus, Public Service

PENDAHULUAN

Pelayanan publik di Indonesia selalu
berkaitan dengan tata kelola instansi
pemerintah, baikitu pusat dan daerah serta
badan usaha negara yang ditujukan untuk
memudahkan pemenuhan hak-hak masyarakat
sebagai warga negara (lzzati, 2020). Upaya
untuk mewujudkan penyelenggaraan
pemerintahan yang bersih termasuk
penyelenggaraan pelayanan publik memerlukan
unsur-unsur fundamental yang meliputi unsur
profesionalisme dan akuntabilitas dari para
penyelenggara pelayanan publik (Pambudi,
2022; Pope, 1999). Terabaikannya
profesionalisme dalam menjalankan tugas dan
fungsi  organisasi pemerintahan  akan
berdampak pada  menurunnya  kualitas
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan
publik. Profesionalisme di sini lebih ditujukan
pada kemampuan aparatur untuk memberikan
pelayanan yang baik, adil, dan inklusif dan
bukan sekedar mencocokkan keahlian dengan
penugasan (Martin, 2000). Oleh karena itu,
aparatur  dituntut  memiliki ~ kemampuan
menerjemahkan aspirasi dan  kebutuhan
masyarakat ke dalam kegiatan dan program
pelayanan (Insani, 2020).

Masyarakat sebagai pengguna layanan
publik  tentunya  mengharapkan  untuk
mendapatkan pelayanan yang mudah, cepat,
tepat, dan bebas dari korupsi, kolusi dan
nepotisme. Melihat harapan tersebut, saat ini
Instansi Pemerintah baik Pemerintah Pusat
maupun Pemerintah Daerah bekerja keras untuk
meningkatkan layanan dimaksud dengan
berbagai cara. Salah satu aspek yang berperan
penting dalam peningkatan Pelayanan Publik
dimaksud adalah adanya Pegawai/Aparatur
Sipil Negara (ASN) vyang mempunyai
kualifikasi serta kompetensi yang mumpuni
dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

Peran ASN memiliki dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat secara lebih adil,
merata, jujur, dan bertanggung jawab diawasi
oleh lembaga pengawas (Pambudi, 2022;
Rojikinnor, 2020). Penerapan tata kelola
pemerintahan yang efektif dapat membuat
kontribusi penting dalam memperbaiki kondisi
ekonomi, serta menghindari krisis dan
kegagalan serupa di masa depan (Daniri, 2005).
Masyarakat dan Aparatur Sipil Negara (ASN)
adalah salah satu pilar pelaku pelayanan publik
yang diawasi oleh lembaga pengawas
pelayanan publik, dimana salah satunya adalah
Ombudsman Republik Indonesia.

Pengawasan pelayanan publik di
Indonesia didukung oleh 2 regulasi penting,
yaitu Undang-undang No. 25 Tahun 2009 dan
Undang-undang No.37 Tahun 2008. Kedua
regulasi ini saling melengkapi termasuk ada
amanah tentang pembinaan menuju pelayanan
publik yang lebih baik (Pambudi & Hidayat,
2022). Kualitas pelayanan dijadikan sebagai
tolok ukur penyelenggaraan pelayanan dan
penilaian kualitas pelayanan sebagai komitmen
penyelenggara kepada masyarakat yang
bermutu, cepat, mudah dan terjangkau (Gol,
2009).

Pada saat kepercayaan rendah pada
lembaga pemerintah dan publik, pemerintah
diminta untuk memperbarui interaksi mereka
dengan warga untuk membangun demokrasi
yang efektif dan memastikan pertumbuhan yang
inklusif. Oleh sebab itu, dibentuklah lembaga
khusus yang keberadaannya sangat krusial bagi
pembangunan pelayanan publik yang dilakukan
pemerintah (pusat dan daerah) dan badan usaha
milik negara (pusat dan daerah) yang
kegiatannya didanai APBN dan APBD vyaitu
Ombudsman (Gol, 2008). Sebagai pengawas
penyelenggara pelayanan publik, Ombudsman
bertanggung jawab untuk mendukung tata
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pemerintahan yang baik dengan menerima
laporan/keluhan dari warga negara atau
penduduk Indonesia  terkait dugaan
pengendalian kecurangan oleh otoritas negara
(Solechan, 2018). Keberadaan lembaga
pengawas yang independen ini adalah
keuntungan bagi masyarakat untuk berperan
check and balances bagi pelayanan publik
karena sisi akuntabilitas menjadi fokus utama
yang penting dipertanggungjawabkan kepada
publik (Imbaruddin et al., 2021; Gill et al.,
2020). Penguatan Ombudsman dalam regulasi
juga tertuang dalam Pasal 351 Undang-undang
No0.23 Tahun 2014 vyang menyebutkan
masyarakat berhak mengadukan pelayanan
publik tidak hanya kepada kepala daerah dan
DPRD-nya, tetapi juga kepada Ombudsman
(Gol, 2014).

Penilaian  kepatuhan penyelenggara
negara terhadap regulasi pelayanan publik
adalah bagian pencegahan administrasi yang
menjadi peran penting Ombudsman dalam
pembangunan (Gol, 2020; Gol, 2016). Selain
itu juga ada penyelesaian laporan/aduan
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Gambar 1. Hubungan Kepatuhan Penyelenggara Negara terhadap Standar Pelayanan
Publik dan Kualitas Pelayanan Publik

Peran dan popularitas Ombudsman, baik
di pusat maupun daerah dalam pendampingan
aparatur sipil negara dalam menjalankan
pelayanan publiknya menjadi menarik diulas
lebih dalam. Perencanaan pembangunan
pelayanan publik harus memperhatikan kondisi

kelembagaan Ombusman, permasalahan serta
tingkat popularitasnya didaerah Melalui analisis
big data di era modern saat ini, hal tersebut
dapat dipotret termasuk juga permasalahan
pengawasan pelayanan publik di daerah.
Penelitian ini bertujuan untuk: 1) menguji
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tingkat pengenalan Ombudsman di daerah; 2)
memotret permasalahan pelayanan publik dari
sisi media di Indonesia; 3) melakukan analisis
kinerja dan permasalahan  pengawasan
pelayanan publik yang dilakukan Ombudsman
di lapangan. Berbasis 3 tujuan ini dapat
diberikan  rekomendasi terkait perbaikan
pelayanan  publik dari sisi  penguatan
kelembagaan serta penguatan aspek teknis
pengawasan sebagai rekomendasi kebijakan
perencanaan pembangunan di masa depan.

Banyak praktik cerdas, potret kerja
pengawasan Ombudsman dari sisi media,
maupun permasalahan di lapangan dapat
dijadikan masukan bagi  pembangunan
pelayanan publik sebagai bagian dukungan
pada prioritas nasional dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) 2020 — 2024.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan
kualitatif yang dilakukan melalui Focus Group
Discussion (FGD), literature review, dan
bantuan tools Intelligence Media Analytics
(IMA). Focus Group Discussion (FGD)
dilakukan secara virtual dengan melibatkan 2
Kepala Keasistenan Utama Ombudsman Pusat
dan 34 Kepala Kantor Perwakilan Ombudsman
di 34 provinsi.

Literature review akan menganalisis
tentang kelembagaan, kebijakan dan regulasi
terkait pengawasan penyelenggaraan pelayanan
publik yang dilakukan Ombudsman, termasuk
perannya dalam pendampingan aparatur sipil
negara yang berlandaskan pada jurnal, regulasi
terkait Ombudsman di Indonesia, serta
dokumen  perencanaan  yang  dimiliki
Ombudsman RI sebelumnya. Permasalahan
yang diulas sebagai masukan perencanaan
pembangunan  pelayanan  publik  dalam
kerangka evaluasi pembangunan.

Selain  itu, potret  permasalahan
pelayanan publik pada periode tahun 2021
memanfaatkan big data dengan bantuan tools

Intelligence Media Analytics (IMA). Tools ini
merupakan aplikasi yang dikelola oleh
Indonesia  Indicator yang menggunakan
teknologi untuk menyerap potret pembangunan
berbasis (Pambudi et al., 2022). Big Data adalah
kumpulan data yang memiliki volume,
keragaman dan variasi sangat besar yang dapat
memberikan informasi bermanfaat berdasar
sumber yang akurat (Chen et al., 2014; Boyd &
Crawford, 2012), terutama untuk pengambilan
keputusan bagi para pemangku kebijakan. Hal
utama yang membedakan big data dengan
kumpulan data konvensional terletak pada
mekanisme pengolahannya, dimana kebutuhan
sistem basis data relasional saat ini tidak
mampu menangani kompleksitas big data
secara optimal (Toba, 2015). Intelligence Media
Analytics (IMA) merupakan pengembangan
dari sistem Intelligence Media Management
(IMM), yaitu sistem yang bekerja 24 jam secara
real time, otomatis, dengan robot yang
melakukan ~ media  monitoring  dengan
mengumpulkan konten pemberitaan pada media
online, cetak, televisi, twitter, dan facebook.
Media analisis melalui IMA ini memberikan
kajian secara lengkap mulai dari influencers,
top issues, sentimen, comparison, pemetaan
pemberitaan dan penelusuran detail terhadap
objek  pemberitaan.  Kegiatan  analisis
menggunakan IMA ini mengambil rentang
waktu penelusuran pemberitaan antara Maret
2020 hingga Maret 2021.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Potret Tingkat Pengenalan
Ombudsman berbasis Big Data
Peran dan popularitas kantor
perwakilan dapat dilihat dengan analisis
big data. Analisis ini diperlukan bagi para
perencana pembangunan untuk
pertimbangan kebijakan anggaran dan
teknis dalam mendorong perbaikan
kualitas pelayanan publik berbasis potret
kelembagaan yang ada (Pambudi et al.,
2022). Berikut ini disajikan potret tingkat
popularitas Kantor Perwakilan
Ombudsman RI di 34 Provinsi di Indonesia
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berdasarkan banyaknya pemberitaan di
media baik media online maupun media
cetak. Dalam melihat Popularitas Kantor
Perwakilan Ombudsman Republik
Indonesia dalam Pemberitaan dilakukan
pada masing-masing provinsi dengan
taksonomi kata "Ombudsman (Singkatan
Nama Provinsi)" OR "Ombudsman (Nama
Provinsi)* OR "ORI (Singkatan Nama
Provinsi)" OR "Perwakilan Ombudsman".

Ombudsman Rl Perwakilan
Jakarta ~Raya  merupakan  Kantor
Perwakilan dengan tingkat popularitas
tertinggi sebesar 15,2 persen, kemudian
diikuti dengan Ombudsman RI Perwakilan
Banten dan Sumatera Barat masing-
masing sebesar 10,28 persen dan 7,92
persen (Gambar 2).

2. Analisis

Sumber: data IMA diolah, 2020-TW 1 2021
Gambar 2. Potret Tingkat Popularitas
Kantor Perwakilan Ombudsman RI
dalam Pemberitaan

Hal ini menunjukkan Ombudsman
RI Perwakilan Jakarta Raya paling banyak
diberitakan dalam media pada kurun waktu
Maret 2020 hingga Maret 2021. Sejalan
dengan hasil analisis tersebut
mengindikasikan bahwa Ombudsman
Perwakilan Jakarta Raya telah banyak
dikenal oleh masyarakat dalam
menyelesaikan laporan pengaduan
masyarakat terkait pelayanan publik. Lebih
jelas potret tingkat popularitas 10
(sepuluh)  besar Kantor Perwakilan
Ombudsman RI dari 34 kantor yang ada

dalam pemberitaan dapat dilihat pada
Gambar 3 berikut ini.

15,20%

Sumber: data IMA diolah, 2020-TW | 2021
Gambar 3. Potret Tingkat Popularitas
10 Kantor Perwakilan Ombudsman RI

dalam Pemberitaan

Potret Permasalahan
Pelayanan Publik dari sisi Media dalam
Perspektif Big Data

Situasi  pandemi  COVID-19
menyebabkan  meningkatnya  laporan
pengaduan masyarakat terhadap pelayanan
publik kepada Ombudsman Republik
Indonesia (ORI). Analisis pengaduan
masyarakat berdasarkan substansi
pengaduan dilakukan pada masing-masing
provinsi  dengan  taksonomi  kata
("Ombudsman" OR "Ombudsman
Perwakilan™) AND ("Nama Provinsi" OR
"Singkatan Nama Provinsi") AND
("pelayanan publik" OR "keluhan" OR
"masalah  publik® OR  "pengaduan
masyarakat" OR "Bantuan Sosial" OR
"Pendidikan" OR "PPDB" OR
"Maladministrasi Pertanahan” OR
"Maladministrasi Kependudukan™),
kemudian dari detail pemberitaan pada tiap
provinsi  dikategorikan  berdasarkan
kelompok  subtansi pengaduannya.
Berdasarkan data yang dihimpun dari
Intelligence Media Analytics (IMA) yang
terhitung sejak pandemi COVID-19
(Maret 2020 - Maret 2021), laporan
pengaduan  masyarakat dilihat dari
substansi pengaduan yang tertinggi adalah
mengenai Bantuan Sosial sebesar 29,37

persen,  kemudian  diikuti  dengan
pengaduan terkait Pendidikan dan
Pelayanan  Kesehatan  masing-masing

sebesar 20,57 persen dan 16,33 persen.
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Sejalan  dengan  Laporan  Tahunan
Ombudsman Republik Indonesia Tahun
2020 menjelaskan bahwa pengaduan
masyarakat dilihat berdasarkan substansi
pengaduan yang tertinggi yaitu mengenai
Bantuan Sosial, selanjutnya adalah
Ekonomi dan Keuangan, Transportasi, dan
Pelayanan Kesehatan.

Pengaduan masyarakat terkait
Bantuan Sosial (Bansos) pada umumnya
mengeluhkan mengenai: 1) Mekanisme
penyaluran yang mencakup distribusi tidak
merata, baik dalam hal  waktu,
sasaran/masyarakat penerima  maupun
wilayah distribusi; 2) Ketidakjelasan
prosedur dan persyaratan untuk menerima
bantuan; 3) Masyarakat yang kondisinya
lebih darurat tidak terdaftar dalam
penerima Bansos, dan terdaftar tetapi tidak
menerima bantuan; 4) Tidak dapat
menerima bantuan karena tidak memiliki
KTP/KK  dengan  alamat  sesuai
domisilinya; dan 5) Adanya praktik
pungutan liar (Pungli) yang berupa
pemotongan jumlah Bansos dan adanya
permintaan imbalan oleh petugas ketika
mendaftar sebagai penerima bantuan. Akar
permasalahan dari laporan pengaduan
masyarakat terkait penyaluran Bansos
disebabkan karena pemutakhiran data
tidak dilakukan oleh Pusat Data dan
Informasi (Pusdatin) Kementerian Sosial
sejak 2015 sehingga data tidak ter-update
dan penerima menjadi tidak tepat sasaran
(Alinea.id, 2021).

Selanjutnya, terkait pengaduan
mengenai Pendidikan pada umumnya
mengeluhkan mengenai: 1) Pelaksanaan
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB),
baik berupa sistem online, zonasi wilayah,
maupun praktik Pungli; 2) Penyimpangan
dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
serta 3) Penahanan ijazah yang disebabkan
karena alasan tertentu. Selain itu, di
beberapa wilayah seperti Nusa Tenggara
Barat (NTB) juga terdapat pengaduan
masyarakat pada sektor pendidikan yang

didominasi  dengan adanya  kasus
penggelapan bantuan Program Indonesia
Pintar Bantuan Siswa Miskin (BSM) di
sejumlah sekolah (Radar Lombok, 2020).
Di wilayah Timur, terdapat beberapa
keluhan ~ masyarakat pada  sektor
pendidikan seperti penyediaan sarana
internet dan fasilitas belajar, proses
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)
pada tingkat SD, SMP, dan SMA/SMK.

Sementara itu, substansi
pengaduan terkait Pelayanan Kesehatan
sebagian besar mengeluhkan mengenai: 1)
Lemahnya pendataan penerima vaksin
terutama bagi tenaga kesehatan, sehingga
terdapat oknum yang memanfaatkan celah
untuk mendapatkan vaksin yang bukan
haknya; 2) Mahalnya biaya rapid test yang
dijadikan sebagai lahan bisnis oleh pihak
tertentu; serta 3) Kurangnya informasi
tentang alur pelayanan kesehatan bagi
masyarakat dengan gejala mirip COVID-
19 dan/atau tindak lanjutnya, termasuk
tentang tempat isolasi.

Analisis Permasalahan Pengawasan
Ombudsman  berbasis FGD dan
Literature Review

Jika mendengar istilah
"Pengaduan”, kita pada umumnya
mempersepsikan kata tersebut dengan
sesuatu yang buruk atau negatif, bahkan
ketika  terdapat  pengaduan  dalam
pelayanan publik, pemerintah sering Kkali
justru melakukan counter attack terhadap
masyarakat yang mengadu, padahal jika
mengacu pada peraturan Perundang-
undangan, istilah pengaduan dalam
pelayanan publik merupakan kata atau
tindakan yang bersifat positif bahkan
membangun. Definisi pengaduan terdapat
dibanyak peraturan, salah satunya terdapat
pada Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun
2013 tentang Pengelolaan Pengaduan,
dalam Pasal 1 angka 8 dijelaskan bahwa
Pengaduan adalah penyampaian keluhan
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yang disampaikan pengadu kepada
pengelola pengaduan pelayanan publik
atas pelayanan pelaksana yang tidak sesuai
dengan standar pelayanan, atau pengabaian
kewajiban dan/atau pelanggaran larangan
oleh penyelenggara (Gol, 2013).
Ombudsman RI sampai saat ini
lebih dikenal masyarakat sebagai lembaga
yang  menyelesaikan  aduan/keluhan
pelayanan publik daripada sebagai
lembaga preventif pengawasan yang
mencegah tindakan-tindakan yang tidak
sesuai  kondisi  yang  seharusnya.
Pengawasan Ombudsman pada akhirnya
berupa rekomendasi yang diberikan oleh
Ombudsman untuk pejabat publik dinilai
melakukan maldministrasi
penyelenggaraan pelayanan publik. Peran
Ombudsman dalam mengawasi tata
pemerintahan berhadapan dengan tingkat

Ombudsman Republik Indonesia
(ORI) di daerah tersebar pada 34 Kantor
Perwakilan di seluruh Indonesia. Peran
Ombudsman Rl di daerah adalah
menangani keluhan masyarakat,
menyangkut keputusan atau tindakan
administrasi pemerintahan dan pelayanan
umum, melindungi dari pelanggaran hak,
penyalahgunaan kekuasaan, kesalahan,
pengabaian, keputusan yang tidak adil dan
kesalahan administratif. Berbasis FGD
yang dilakukan pada bulan juni tahun 2021
bersama 2 Kepala Keasistenan Utama di
Ombudsman RI Pusat dan 34 Kepala
Kantor Perwakilan Ombudsman di daerah
yang dilakukan secara virtual, didapatkan
beragam informasi terkait permasalahan
pengawasan yang menghabat Kkerja-kerja
Ombudsman di lapangan, termasuk juga
penyebab rendahnya tingkat pengenalan

lembaga ini didaerah. Hasil FGD juga
diperkuat dari berbagai sumber dalam
literature review.

kesadaran publik, kepemimpinan,
komitmen  pajabat  publik  dalam
pemerintahan, constitutional status, dan
specialist assistance (Creutzfeldt &
Kirkham, 2020; Taumoepeau, 2019).

Tabel 1. Permasalahan Implementasi Pengawasan Pelayanan Publik di Daerah
No Aspek Permasalahan

1  Keterbatasan Ombudsman daerah sering kali menghadapi kendala dalam hal sumber daya,
Sumber Daya  seperti anggaran yang terbatas, tenaga kerja yang kurang memadai, dan
fasilitas yang terbatas. Keterbatasan ini dapat mempengaruhi kemampuan

mereka untuk melakukan pengawasan secara efektif.

Ombudsman daerah mungkin memiliki kewenangan terbatas dalam
mengatasi beberapa permasalahan atau keluhan. Mereka terkadang tidak
memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti pelanggaran hukum atau etika
yang terjadi di lingkungan pemerintahan lokal.

2 Kurangnya
Kewenangan

3 Keterlibatan Pengawasan Ombudsman di daerah dapat terpengaruh oleh faktor politik.

Politik Pada praktiknya, tekanan politik atau campur tangan politik dapat
menghambat Ombudsman dalam menjalankan tugas mereka secara
independen.

4 Ketidakpatuhan Pemerintah daerah atau lembaga-lembaga pemerintah yang sedang diawasi
Pihak Terkait mungkin tidak selalu kooperatif. Mereka dapat menolak memberikan akses
ke informasi atau menghambat investigasi yang dilakukan oleh Ombudsman.

5 Kurangnya
Kesadaran
Masyarakat

Masyarakat setempat mungkin kurang memiliki pemahaman tentang peran
dan fungsi Ombudsman di daerah mereka. Hal ini dapat menghambat
partisipasi masyarakat dalam melaporkan masalah atau pelanggaran yang
mereka alami.
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Permasalahan

No Aspek
6 Kecepatan dan
Efisiensi

Proses pengawasan Ombudsman mungkin berjalan lambat, dan keputusan
atau rekomendasi mereka mungkin memerlukan waktu yang lama untuk
diimplementasikan. Hal ini bisa membuat masyarakat kehilangan
kepercayaan pada lembaga Ombudsman.

7 Kompleksitas
Hukum dan
Regulasi

Pemerintahan daerah sering kali terlibat dalam berbagai aspek kebijakan dan
pelaksanaan program, yang dapat menjadi sangat kompleks. Ombudsman
daerah perlu memahami kerumitan ini untuk melakukan pengawasan yang
efektif.

8 Teknologi dan
Keamanan
Informasi

Perlindungan data dan keamanan informasi menjadi semakin penting.
Ombudsman di daerah perlu mengatasi isu-isu keamanan siber dan
perlindungan data saat mengumpulkan dan menyimpan informasi sensitif.

9 Kurangnya
Keterlibatan
Aktif
Masyarakat

keberhasilan Ombudsman dalam menjalankan tugasnya juga tergantung pada
keterlibatan aktif masyarakat. Masyarakat perlu merasa nyaman untuk
melaporkan masalah mereka kepada Ombudsman.

Sumber: Hasil FGD, 2021 dan Literature Review (Nalle et al., 2023; Pertiwi & Wibowo, 2023; Nurmala & Sarirah, 2023;

Untuk mengatasi permasalahan
ini, Ombudsman di daerah perlu bekerja
pemerintah

sama dengan

masyarakat, dan
Mereka
meningkatkan kapasitas, transparansi, dan
akuntabilitas dalam menjalankan tugas

lainnya.

Titania, 2023; Pambudi et al., 2022)

Ombudsman Republik Indonesia
disebutkan bahwa Ombudsman Republik
Indonesia bertugas membangun jejaring.
Pentingnya peran Ombudsman RI dalam
peningkatan pelayanan publik menjadikan
perlunya masyarakat untuk mengenal,
mengetahui dan mempercayai

setempat,
pihak-pihak  terkait
juga perlu terus

pengawasan mereka. Sementara itu, Ombudsman RI sebagai lembaga yang bisa
Undang-Undang  Republik  Indonesia menangani keluhan masyarakat. Dalam
Nomor 37 Tahun 2008 tentang menjalankan tugasnya, Ombudsman juga

Ombudsman Republik Indonesia menjadi
legal standing untuk  Ombudsman
membentuk networking ini. Pada pasal 7
huruf  f Undang-Undang  Republik
Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang

melakukan pendampingan pada Aparatur
Sipil Negara (ASN). Beberapa contoh
success story tersebut dapat dilihat pada
Tabel 2.

Tabel 2. Contoh Pendampingan Ombudsman bagi ASN untuk perbaikan pelayanan publik

Kantor Perwakilan
Ombudsman

Bentuk
Pendampingan

Lembaga
yang didampingi

Jakarta Raya

Pendampingan Pendampingan oleh Polres Metro Bekasi

Ombudsman RI Jakarta Raya dengan melakukan Kota
pengecekan terhadap indikator yang perlu dicapai
guna meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi
(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

(WBBM). Selain itu

Ombudsman RI juga

menggunakan metode mystery shopping ke bagian
pelayanan Polres Metro Bekasi Kota. Mystery
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Kantor Perwakilan
Ombudsman

Bentuk
Pendampingan

Lembaga
yang didampingi

shopping adalah metode untuk mengukur integritas,
kualitas dan kuantitas layanan, atau kepatuhan
terhadap peraturan internal atau eksternal, atau untuk
mengumpulkan informasi spesifik tentang produk
dan layanan.

Ombudsman RI Jakarta Raya berperan dengan
melakukan pendampingan kepada Lapas Cikarang
untuk mendukung pencapaian WBBM. Ombudsman
Rl Jakarta Raya melakukan diskusi panel terkait
pelayanan publik di Lapas Cikarang pada tahun
2019. Di tahun 2020 Ombudsman RI Jakarta Raya
meninjau kembali ke Lapas Cikarang.

Lapas Il Cikarang

Jawa Barat

Pengawasan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)
2020 dengan melakukan koordinasi dengan Dinas
Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan Kota Bandung

Dinas Pendidikan
Provinsi Jawa Barat
dan Kota Bandung,

Pengawasan Penerimaan Calon Aparatur Sipil
Negara (CASN) yang dilaksanakan sebanyak 10 kali
pada tahun 2020

Kanwil Kementerian
Hukum dan HAM,
Kepolisian Daerah
Provinsi Jawa Barat,
Pemerintah  Provinsi
Jawa Barat,
Pemerintah Kota
Bandung, Pemerintah
Kabupaten Ciamis dan
Pemerintah Kabupaten
Bandung

Jawa Tengah

Berpartisipasi dalam kuliah umum dan menjadi
pengajar dengan menyampaikan materi terkait

Kanwil Hukum dan
HAM Jawa Tengah.

pelayanan  publik  dalam dikjang (diklat
penjenjangan)

Sinergisitas pengawasan antara Inspektorat dan
Ombudsman Rl  Perwakilan Jawa Tengah,
khususnya dalam melakukan deteksi potensi

maladministrasi yang dilakukan oleh Pemda.

Inspektorat ~ Provinsi
dan Kabupaten/Kota di
Jawa Tengah

Berdasarkan hal-hal diatas, dapat
dikatakan bahwa peran Ombudsman RI
cukup signifikan bagi pendampingan
aparatur sipil negara dalam pelayanan
publik. Hal ini merupakan aspek
pencegahan maladministrasi yang menjadi
tugas Ombudsman sebagaimana yang
diamanahkan dalam regulasi.

Sumber: Hasil FGD, 2021

Pendampingan dan pembinaan yang
dilakukan Ombudsman adalah contoh
nyata kehadiran lembaga ini yang tidak
hanya dikenal dari sisi penyelesaian
laporan keluhan/aduan masyarakat, tetapi
juga langkah mengantisipasinya secara
efektif dan efisien dengan keterbatasan
yang ada. Meskipun demikian, perlu
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disadari bahwa hal ini belum dapat

dilakukan secara merata karena berbagai

faktor. Berdasarkan diskusi dengan
berbagai pihak, secara kelembagaan

Ombudsman memiliki beberapa

permasalahan yang dapat dijadikan

masukan/pertimbangan kebijakan
pengawasan pelayanan publik di masa
depan, antara lain:

a) Sumber daya manusia masih belum
terlalu memadai yang dilihat dari
kurangnya jumlah pegawai teknis
diperwakilan. Dalam  melakukan
pengawasan harus sumber daya
manusia sangat diperlukan dalam
melakukan audit dilapangan terkait
kasus laporan pengaduan dari
masyarakat untuk mendapatkan hasil
yang maksimal.

b) Sarana dan  Prasarana  kantor
perwakilan yang masih terbatas
dengan biaya sewa per tahun yang
cukup terbatas dan minimnya biaya
pemeliharaan di perwakilan.

¢) Dukungan anggaran yang belum
memadai dalam menjalankan tugas
karena Kantor Perwakilan hanya ada
di pusat kota sedangkan pengaduan
dari masyarakat tersebar di beberapa
daerah mulai yang mudah dijangkau
hingga pelosok daerah yang sulit
dijangkau.

Dalam pemberitaan media,
Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya
paling banyak membahas mengenai
penanganan masalah pandemi COVID-19
sebesar 22,23 persen, kemudian terkait
vaksinasi COVID-19 (6,63 persen) dan
protokol kesehatan (6,46 persen). Kinerja
Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya
dalam penanganan masalah COVID-19
salah satunya yaitu dengan meningkatkan
kesadaran publik dengan membuat peta
penyebaran COVID-109. Topik
pemberitaan lainnya selama pandemi
COVID-19 di Ombudsman RI Perwakilan
Jakarta Raya bisa dilihat pada Gambar 4.

pandemi COVID-19 D2 23%
vaksinasi COVID-19 I 6,63%
protokol kesehatan I 6,46%
penyebaran COVID-19 I 6,45%
penularan COVID-19 W 3,08%
isolasi mandiri B 2,07%

(Sumber: data IMA diolah, 2020-TW | 2021)
Gambar 4. Topik Pemberitaan Media
Selama Masa Pandemi COVID-19
Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya

SIMPULAN

Hasil analisis big data menunjukkan
bahwa tingkat popularitas Ombudsman di
daerah  secara umum  masih  rendah.
Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya
merupakan Kantor Perwakilan dengan tingkat
popularitas tertinggi sebesar 15,2 persen,
kemudian diikuti dengan Ombudsman RI
Perwakilan Banten dan Sumatera Barat masing-
masing sebesar 10,28 persen dan 7,92 persen.
Dalam pengkajian lebih dalam, popularitas
Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya dalam
analisis media secara big data didukung oleh
posisinya di ibukota negara sehingga menjadi
keistimewaan tersendiri jika dibandingkan
kantor perwakilan lainnya. Masih kurangnya
jumlah sumber daya manusia, anggaran dan
sarana prasarana menjadi persoalan internal
lembaga Ombudsman yang perlu menjadi
perhatian serius dalam optimalisasi pengawasan
dan pendampingan pelayanan publik, baik di
Kementerian/Lembaga maupun di Pemerintah
Daerah.

Secara ringkas permasalahan yang
menghambat kerja Ombudsman dan rendahnya
tingkat pengenalan lembaga ini di daerah adalah
karena keterbatasan sumber daya, seperti
anggaran dan tenaga kerja yang terbatas.
Kewenangan yang terbatas dalam
menindaklanjuti permasalahan serta tekanan
dan campur tangan politik membuat tugas
Ombudsman menjadi semakin berat. Hal yang
perlu menjadi perhatian lainnya adalah terkait
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ketidakpatuhan pihak terkait, seperti lembaga
pemerintah daerah dan kurangnya kesadaran
masyarakat tentang peran Ombudsman. Publik
menilai lambatnya proses pengawasan dan
implementasi rekomendasi merupakan pemicu
kurang populernya lembaga ini di tingkat tapak.
Dari sisi masyarakat yang menghambat proses
perbaikan pelayanan publik adalah kurangnya
keterlibatan aktif merka dalam melaporkan
masalah kepada Ombudsman. Meskipun
demikian, ada praktik cerdas Ombudsman yang
dinilai berkesan bagi aparatur sipil negara
adalah terkait berbagai pendampingan yang
dilakukan lembaga ini dalam meningkatkan
kapasitas dalam pelayanan publik.

SARAN

Berbasis analisis dan kesimpulan yang
ada, beberapa rekomendasi yang dapat
diberikan untuk perbaikan  pengawasan
pelayanan  publik antara lain  bahwa
pendampingan kepada aparatur sipil negara
terkait pelayanan publik perlu ditingkatkan
dengan dukungan dana, sumber daya serta
sarana dan prasarana yang memadai. Hal ini
menjadi penting sebagai kontribusi kehadiran
negara dalam pelayanan piublik untuk
kesejahteraan masyarakat.

Selain pendampingan ASN, Ombudsman
RI perlu memberi perhatian khusus pada isu
maladministrasi Bansos dalam pengawasan
pelayanan publik di masa pandemi sebagai
respons bahwa isu ini paling banyak menjadi
atensi publik. Penetapan skala prioritas isu-isu
yang ditemukan berbasis big data untuk
ditangani terlebih dahulu menjadi kunci
efektivitas dan efisiensi kinerja Ombudsman RI
yang berdampak langsung pada masyarakat.
Pada skala instansi, penekanan respons cepat
penanganan maladministrasi oleh Ombudsman
RI agar dapat memberi perhatian lebih pada
Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, dan Dinas
Kesehatan di daerah.

Dalam mendorong agar pengaduan yang
masuk ke Ombudsman RI di daerah semakin
meningkat  setiap tahun, lembaga ini

direkomendasikan agar melakukan terobosan
dengan memanfaatkan perkembangan teknologi
gawai seperti membuat aplikasi pengaduan
berbasis android dan sejenisnya. Hal ini agar
penyampaian laporan/pengaduan dari
masyarakat secara mudah dan cepat dapat
diwujudkan. Selain itu, perlu sosialisasi yang
terus menerus agar masyarakat semakin
mengenal Ombudsman. Disarankan
Ombudsman RI perlu menjalin kerjasama
dengan  Kementerian Kominfo  untuk
mendorong pemenuhan kebutuhan akses
internet dalam kaitannya untuk mendukung
peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah
sekaligus meningkatkan popularitas lembaga
Ombudsman di daerah agar lebih dikenal
masyarakat.

Rekomendasi lain yang juga penting
dilakukan adalah pendampingan aparatur sipil
negara perlu diperkuat dengan pemanfaatan
media lokal, ORI Goes To Campus, ORI Goes
To School hingga pembentukan komunitas
Ombudsman RI di daerah. Di samping itu,
kegiatan seperti Pekan Yanlik (Pelayanan
Publik), Expo Yanlik maupun membuka Mal
Pelayanan Publik bisa menjadi magnet untuk
menarik minat masyarakat, sehingga dapat
terlibat langsung dengan kegiatan
penyelenggara yanlik dan Ombudsman RI di
daerah. Kegiatan tersebut dapat dikerjasamakan
dengan Pemerintah Daerah, seperti yang telah
dilakukan oleh Perwakilan Ombudsman RI
dengan mengadakan kegiatan Expo Yanlik dan
Pekan Yanlik. Solusi ini mencakup kerja sama
dengan pemerintah, masyarakat, dan pihak-
pihak terkait, serta peningkatan kapasitas,
transparansi, dan akuntabilitas dalam tugas
pengawasan Ombudsman.

Sebagai rekomendasi terakhir,
disarankan Ombudsman RI  memperkuat
regulasinya dalam mendukung tugas dan
fungsinya di daerah. Independensi dan
perkuatan peran Ombudsman dapat dilakukan
dengan 2 cara yang disarankan, yaitu melalui a)
Optimalisasi keterlibatannya dalam masukan
revisi UU Pelayanan Publik maupun UU

PERMASALAHAN PELAYANAN PUBLIK DAN PERAN OMBUDSMAN PERWAKILAN DALAM
PENDAMPINGAN APARATUR SIPIL NEGARA
(Andi Setyo Pambudi)



Jurnal llmiah Wahana Bhakti Praja, Vol. 13, No. 2, Oktober 2023 139

Ombudsman,  khususnya  pada  aspek
pencegahan; dan b) Pembuatan turunan UU
Ombudsman RI yang sesuai dengan kebutuhan
terkini dengan berpatokan pada perannya yang
semakin besar dalam pencapaian prioritas
nasional dalam Perpres RPJIMN 2020 — 2024
maupun  Perpres RKP.  Penyelenggara
pelayanan publik harus melakukan
penyederhanaan persyaratan teknis
administratif. Hal yang tidak dapat diabaikan
juga adalah bahwa penyelenggara pelayanan
publik dengan aparatur sipil didalamnya
sebagai pelaksananya harus memperhatikan sisi
kepatutan dan kepantasan. Ombudsman pada
tatanan operasional dituntut memprioritaskan
pendekatan persuasif dan ”magistrature of
influence” pada aparat penyelenggara layanan
publik agar dapat memiliki kesadaran sendiri
dapat menyelesaikan laporan masyarakat atas
dugaan  maladminsitrasi  penyelenggaraan
pelayanan publik di lingkungan kerjanya.
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